BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 2i ‘TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,

Menimbang

Mengingat

SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

. a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru

di daerah, Pemerintah Kabupaten Karo telah menetapkan
Peraturan Bupati Karo Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk
Lain yang Sederajat sebagai pedoman dalam penerimaan peserta
didik bearu;

. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun
2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan
dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan
pendidikan di masyarakat, Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan dan
penyesuéian,

_ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, dan Sckolah Menengah Pertama atau Bentuk
Lain yang Sederajat;

. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan

Dacrah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Momor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang . .



10.

Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberana kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubaban Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembarar. Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5157);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawesan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

_ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun

2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun
2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita
Negara Republik Inconesia Tahun 2018 Nomor 1918),
sebagaimana teleh diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudavaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun
2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-Kanak, Sekoiah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita
Negars Republik Indonesia T ahun 2019 Nomor 669);

11. Peraturan . .



Menetapkan

11. Peraturann Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03};

12. Peraturan Bupati Karo Nomor 235 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunar. Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun
2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun
2017 Nomor 04);

13. P raturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas

tokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo
Herita Dacrah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 39);
14. ceraturan Bupati Karo Nomor 20 Tahun 2019 tentang

Peneiiinaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak,
Sel:ulah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk
Lain yeng Sederajat ( Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019

Nomor 20);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG
PENERIMAAN  PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-

KANAK, “khkULAH DASAR, DAN SEKOILLAH MENENGAH PERTAMA
ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT.

Pasall
Beberapa ketenttiin dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Cenerimaan Pesoita Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan
Sekolah Menen, «h Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Daerah

Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomaor 20) diubah sebagai berikuit:

L. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalu: jalur sebagai berikut:
a. zonasi;
b. prestasi; dan
c. perpindahan tugas orang tua/wali.

(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit
80% (delapan puluh perser) dari daya tampung Sekolah.

(3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak
15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.

(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimrana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ paling banyak 5% (lima persen) dari daya tarnpung Sekolah.

(5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur
pencdaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.

(6) Calon . .



(6) Calon peserta didik hanya dapat memilih pendaftaran PPDB di 1 (satu)
Sekolah dalam satu zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan
domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat
melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili
peserta didik.

(8) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka
jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam
Peraturan Bupati ini.

. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21

(1) Dalam melaksanaken PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling
sedikit 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (2), Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib
menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai dengan zonasi
sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (6).

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat
1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

(3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari
rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa
setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan
telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun scjak diterbitkannya
surat keterangan domisili.

(4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga
atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten yang
sama dengan Sekolah asal.

. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22

(1) Kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dalam jalur zonasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) termasuk kuota bagi:

a. peserta didik tidak mampu; dan/atau

b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang
menyelenggarakan layanan inklusif.

(2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti
keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak
mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(3) Orang tua/wali peserta didik wajib- rmembuat surat keterangan yang
menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan
bukti keikutsertzan dalam program peranganar keluarga tidak mampu
dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

(4) Peserta didik yang Orang tua/ walinya terbukti memalsukan bukti
keikatsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.

(5) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan Komite
Sekolah dan Dinas Pendidikan sesuai cengan kewenangannya.

(6) Dalam . .



(6)

(8)

Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program
penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah bersama Pemerintah
Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta
menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan
keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang
disabilitas.

Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan sehingga
seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 23

Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditentukean berdasarkan:

a. NUSBN; dan/atau

b. Hasil perlombaan dan /atau penghargaan di bidang akademik maupun
non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat
provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

(2) Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta

didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

5. Ketentuan ayat (1), ayat {4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 29

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) atau bentuk lain yang
sederajat dengar jalur prestasi berdasarkan NUSBN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) hurufa ditetapkan dengan kuota 10 %
(sepuluh  persen) dari kuota paling banyak 15% (lima belas persen)
dilaksanakan dengan melakukan perangkingan jumlah NUSBN lebih tinggi
sampai memenuhi daya tarnpung.

Perangkingan jumlah NUSBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (3).

Apabila terdapat jumlah NUSBN yang sama dari mata pelajaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan seleksi NUSBN
tertinggi berdasarakan urutan mata pelajaran dengan memperhatikan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujun) atau bentuk lain yang
sederajat dengan jalur prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau
penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat
internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b
ditetapkan dengan kuota 5% (lirna persen) dari kuota paling banyak 15 %
(lima  belas persen) dengan memperhatikan  perolehan piagam
prestasi/Sertifikat Kejuaraan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di
bidang akademik maupun non akademik yang diterbitkan dan diakui
lembaga pemerintah sebagai pengakuan prestasi dan penghargaan dengan
kategorti:

a. Juara . .



a.Juaral, 11, III, Juara Harapan I dar II tingkat internasional;

b.Juara I, II, III, Juara Harapan I dan II tingkat nasional;

c. Juara I, II, IIl tingkat provinsi;dan/atau

d.Juara I, II, Il tingkat kabupaten/kota;kemudian diurutkan dan
dirangking sesuai dengan tingkat juara sampai batas jumlah daya
tampung.

(5) Apabila terdapat calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi
kuota 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka
dilaksanakan seleksi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang
akademik maupun non akademik secara berjenjang dari tingkat
internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat
kabupaten/kote sampai jumlah daya tampung kuota terpenuhi.

(6) Apabila kuota calon peserta didik yang diseleksi melalui jalur prestasi
berdasarkan NUSBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan kepada kuota calon peserta
didik yang diseleksi melalui jalur prestasi berdasarkan hasil perlombaan
dan/atau penghargaan di bidang akademik mauvpun non akademik
pada tingkat internasional, tingkat nasionel, tingkat provinsi, dan/atau
tingkat kabupaten/kota dari kuota paling banyek 15% (lima belas
persery).

(7) Apabila kuote calon peserta didik yang discleksi melalui jalur prestasi
berdasarkan bhasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang
akademik maupun non akademik pada tingka: internasional, tingkat
nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, maka sisa kuota
dialihkan kepada kuota calon peserta didik yang diseleksi melalui jalur
prestasi berdasarkan NUSEN dari kuota paling banyak 15% ( lima belas
persen),

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berleku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dzaerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kebanjahe
pada tanggal 18 JuNt 2010

BUPATI KARO,

[ -
TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjah:
pada tanggal % Juby 20O

SEKRETARI$

AERAF KABUPATEN KARO,

o

KAMPERAS nyELIN PURBA

BERITA DI/AERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR 21



